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ABSTRAK
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber-sumber pendapatan yang ada di wilayahnya dipungut
berdasarkan peraturan perundan-undangan yang berlaku, yaitu pajak daerah, retrebusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang Sah. Pendap-
atan daerah merupakan indicator penentu kemandirian sebuah daerah, semakin tinggi pendapatan
suatu daerah maka darah tersebut mampu untuk meningkatkan kemandiriannya. Berdasarkan
data yang diperoleh pendapatan daerah Provinsi Riau terjadi fluktuatif, sehingga mempengaruhi
target dari belanja daerah dan pembangunan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, maka dilakukan
prediksi pendapapatan daerah menggunakan metode Marcov Chains untuk memprediksi PAD
(pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah). Prediksi ini mengunakan data 4 tahun terakhir dan menghasilkan
prediksi PAD untuk 4 tahun kedepan. Berdasarkan hasil penelitian prediksi pajak daerah mengalami
kenaikan setiap tahun pada tahun 2019-2022, prediksi retribusi daerah mengalami kenaikan
pada tahun 2019-2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021-2022 sebesar 428 ribu yang
disebabkan turunnya pendapatan daerah pada tahun 2017-2018, prediksi hasil kekayaan daerah
yang dipisahkan mengalami kenaikan pada tahun 2019-2020 dan mengalami penurunan pada tahun
2021-2022 sebesar 376 juta yang disebabkan ketidak stabilan penerimaan pendapatannya pada tahun
2015-2018, dan prediksi pendapatan daerah lainnya yang sah mengalami penurunan setiap tahun
pada tahun 2019-2022 sebesar 5M yang disebabkan menurunnya penerimaan pendapatannya pada
tahun 2015-2018. Oleh karena itu penurunan PAD dapat diatasi pemerintah dengan mengadakan
pemutihan bagi penunggak pajak dan pengadaan samsat keliling gunanya untuk mempermudah
masyarakat dalam membayar pajak.
Kata Kunci: Marcov Chains, Pendapatan Asli Daerah, Prediksi
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ABSTRACT
The local region income (PAD) is source of revenue which is exist in its region and collected based
on the applicable legislation, those are local taxes, region retribution, the result of management
in separated region assets and other legitimate region income. Region income is a determinant
indicator of a region’s independence; the higher revenue of a region, the income is able to increase
its independence. Based on the data obtained from regional income in Riau Province, there has been
a fluctuation; it affected the target of regional expenditure and regional infrastructure development.
Therefore, a prediction of region revenue is made by using the Marcov Chains method to predict
PAD (local taxes, region retribution, the result of management in separated region assets and other
legitimate region income). The prediction used data from the past 4 years and produced PAD
prediction for the next 4 years. Based on the result of the research, the prediction on the regional
taxes have increased every year in 2019 – 2022, the prediction of region retribution has increased in
2019 – 2020 and decreased in 2021 – 2022 that reached 428 thousand which is caused by declining
of region revenue in 2017 -2018, predicted result of management in separated region assets has
increased in 2019 – 2020 and decreased of 376 million in 2021 – 2022 due to the instability of its
acceptance and revenue in 2015 – 2018, and the prediction of other legitimate region income has
decreased every year in 2019 – 2020 amounted to 5 billion because of the decline in acceptance
and revenue in 2015 – 2018. Therefore, the decrease of PAD could be overcome by the government
and conducting the bleaching for tax arrears and provision of circumventing in order to facilitate
the public in paying taxes.
Keywords: Local region income, Marcov Chains, prediction.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal
1 ayat 13 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai
kekayaan bersih dalam priode tahun bersangkutan. Hal ini membuat Daerah yang
relevan memiliki hasil yang bergerak di bidang ekonomi dalam bentuk Pendapatan
Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber
di dalam wilayahnya sendiri yang dikumpulkan berdasarkan peraturan Daerah se-
suai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Mayza, Masbar, dan Nasir, 2015).
Harapannya PAD dapat menjadi modal utama dalam administrasi pemerintahan dan
pembangunan, tetapi saat ini kondisinya masih tidak memadai, karena rendahnya
Total Pendapatan Daerah (TPD) yang disumbangkan oleh PAD (Mayza dkk., 2015).
Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 2 ayat 2 pemberian sum-
ber finansial Negara kepada Pemerintah Daerah untuk aktualisasi Desentralisasi
didasarkan atas pengalihan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah de-
ngan memperhatikan kestabilan dan kesetaraan fiskal. Tujuan dari PAD ialah mem-
berikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otono-
mi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi, hal ini
disebutkan dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 3 ayat 1.
Berdasarkan observasi, PAD Provinsi Riau terdiri dari pajak daerah, retribu-
si daerah, hasil manajemen kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penda-
patan asli daerah yang sah (Lampiran B). Dapat dilihat bahwa data 5 tahun terakhir
yang diperoleh dari Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau, pada tahun 2014 dan
tahun 2015 mengalami kenaikan penerimaan pendapatan daerah dari target yang
telah ditetapkan dan pada tahun 2016, 2017, 2018 yang mengalami penurunan. Pa-
da tahun 2016, 2017 dan 2018 terus mengalami kenaikan dalam realisasinya namun
tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, karena target yang ditetapkan dari
tahun ke tahun selalu meningkat. Oleh sebab itu perlu di adakannya prediksi agar
pemerintah tidak meleset dalam menetapkan target penerimaan pendapatan daerah
dengan realisasinya, dan pemerintah dapat merencanakan anggaran belanja daerah-
nya dengan lebih optimal.
Salah satu sumber pengeluaran daerah adalah PAD, jika PAD mengalami
peningkatan, pemerintah daerah memiliki dana yang lebih tinggi dan akan mengala-
mi peningkatan kemandirian daerah, sehingga Pemerintah Daerah akan mengambil
inisiatif untuk lebih mengeksplorasi potensi daerah dan meningkatkan ekonomi per-
tumbuhan (Devita, Delis, dan Junaidi, 2014). Ini merupakan indikasi kuat bahwa
suatu daerah mengalami peningkatan PAD berarti bahwa daerah tersebut mampu
meningkatkan pengeluaran modalnya (Devita dkk., 2014). Dan jika realisasi belan-
ja modal rendah maka dampaknya akan disebabkan oleh infrastruktur yang tidak
memadai dan tidak ada penambahan dalam hal jumlah proyek infrastruktur baru,
yang akan menyebabkan investor swasta nasional dan investor asing enggan untuk
berinvestasi di wilayah tersebut, ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kare-
na ekonomi di daerah-daerah ini tidak berkembang dan akan selalu bergantung pada
pemindahan ekonomi ke anggaran negara dan anggaran daerah (Kasdy, Nadirsyah,
dan Fahlevi, 2018).
Berdasarkan wawancara ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi naik
dan turunnya pendapatan daerah, pada setiap pendapatan memiliki indikator penye-
babnya masing-masing, Secara keseluruhan salah satunya yaitu menurunnya penda-
patan dari masyarakat itu sendiri (Lampiran A). Faktor-faktor yang mempengaruhi
presentasi perubahan PAD adalah total pengeluaran pembangunan, penduduk dan
pajak domestik regional bruto (PDB), dari tiga variabel independen dengan pe-
ngaruh terbesar menjadi variabel populasi 8.049 (Prana, 2019). Populasi memiliki
hubungan dengan pendapatan asli daerah, yang berarti bahwa semakin banyak pen-
duduk akan lebih banyak yang bekerja dan secara tidak langsung mempengaruhi
pendapatan asli daerah, karena faktor populasi merupakan salah satu elemen pen-
ting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Mayza dkk., 2015).
Berdasarkan penelitian terdahulu menggunakan metode Marcov Chains di-
dapatkan hasil prediksi untuk perkembangan usaha perdagangan yaitu, pada atribut
badan usaha yang paling dominan adalah kelas perusahaan dengan nilai pada pri-
ode 1 dengan nilai 81,3% dan 81% priode 2 dengan nilai 76,3% dan 76,2%. Atribut
nilai modal lebih dominan dengan range modal >100 juta sampai dengan 1milyar
dengan nilai priode 1 87,6% dan 89,9% priode 2 84,6% dan 85,7%. Atribut kete-
rangan modal lebih dominan kelas kecil dengan nilai prode 1 tetap 73,9% priode 2
74,5% dan 74,2%. Atribut kelembagaan yang paling dominan adalah supplier de-
ngan nilai priode 1 76,4% dan 79,2% priode 2 71,9% dan 72,8%. Atribut kegiatan
usaha kelas yang dominan adalah kebutuhan rumah tangga dengan nilai priode 1
55,6% dan 55,2% priode 2 57,1% dan 57,4%. Dari hasil tersebut dapat disim-
pulkan bahwa prediksi perkembangan usaha perdagangan untuk 2 tahun kedepan
berdasarkan priodenya tetap stabil, terlihat pada nilai masing-masing atribut seli-
sih nak dan turunnya tidak terlalu jauh (Sari dan Mustakim, 2016), oleh karena
itu penulis menggunakan metode Marcov Chains untuk memprediksi PAD Provinsi
Riau.
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Markov Chains dapat dipakai untuk membantu dalam memperhitungkan
peralihan yang potensial berlaku pada waktu yang akan mendatang dengan meng-
gunakan variabel-variabel dinamis pada waktu yang lalu karena Markov Chains
ialah suatu teknik probabilitas yang dapat menganalisa dinamika dari satu situasi
ke situasi lainnya, cara ini dapat dipakai juga untuk menganalisa peristiwa peristi-
wa di waktu-waktu mendating secara terstruktur (Rizanti dan Soehardjoepri, 2017).
Metode Marcov Chain memiliki kelebihan yaitu lebih mudah untuk digunakan dan
lebih simple dibandingkan dengan metode data minining lainnya sehingga dalam
penerapannya memprediksi akan menjadi lebih mudah dilakukan (Nawangsari, Ik-
lima, dan Wbowo, 2008).
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian
ini yaitu: “Bagaimana menganalisa dan memprediksi Pendapatan Asli Daerah pada
tahun 2015-2018 di Provinsi Riau menggunakan metode Marcov Chains?”.
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Data yang digunakan adalah data pendapatan daerah di propinsi riau perbu-
lan setiap tahun dari 2015-2018.
2. Prediksi pendapatan daerah dilakukan untuk tahun 2019.
3. Atribut yang akan digunakan ialah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah.
4. Tools yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Microsoft Excel 2010.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Memprediksi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau.
2. Implementasi Algoritma Marcov Chains untuk prediksi pendapatan daerah.
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:
1. Dapat digunakan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya pemerintah dae-
rah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki Provinsi Riau di tahun lalu,
agar dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki Provinsi
Riau di tahun yang akan datang.
2. Dapat digunakan sebagai pendukung keputusan untuk target anggaran be-
lanja daerah.
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1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Laporan Tugas Akhir ini,
yang meliputi (1) latar belakang permasalahan, (2) rumusan masalah, (3) batasan
masalah, (4) tujuan dari pembahasan, (5) manfaat yang didapatkan dengan penera-
pan sistem pendukung keputusan dan sistematika penulisan tugas akhir.
BAB 2. LANDASAN TEORI
Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan
Laporan Tugas Akhir ini, yang meliputi (1) prediksi (2) pendapatan asli daerah (3)
data mining (4) Marcov Chains (5) provil badan pendapatan daerah (6) penelitian
terdahulu
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan
dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, yang meliputi (1) perumusan masalah
(2) studi pustaka (3) pengumpulan data (4) penerapan algoritma marcov chains (5)
hasil prediksi (6) kesimpulan dan saran (7) dokumentasi.
BAB 4. ANALISIS DAN HASIL
Bab ini menjelaskan tentang hasil dari tugas akhir ini, yang meliputi (1)
analisa kebutuhan data (2) preprocessing data (3) pengolahan data.
BAB 5. PENUTUP
Bab ini berisi tentang (1) kesimpulan (2) saran.
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BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Prediksi
Prediksi adalah langkah pertama dari suatu rencana, hasil perkiraan dapat
membuat keputusan atau merencanakan perubahan untuk mengantisipasi keluaran
dari ramalan (Midyanti, 2016).
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu keterangan yang menen-
tukan tingkat independensi suatu daerah, semakin besar pendapatan PAD suatu da-
erah semakin rendah tingkat dependensi pemerintah daerah pada Pemerintah pusat.
Sebaliknya, semakin rendah pendapatan PAD suatu daerah semakin tinggi tingkat
dependensi pemerintah daerah pada Pemerintah pusat (Devita dkk., 2014).
2.2.1 Pengertian PAD
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapat oleh daerah
dari sumber di wilayah mereka sendiri yang diambil sesuai dengan kaidah daerah
sesuai dengan hukum dan kaidah yang berlaku, PAD terdiri dari empat jenis pen-
dapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil manajemen memisahkan aset
daerah dan PAD legal lainnya (Mayza dkk., 2015).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah
yang menyokong kapasitas finansial daerah (Muhtarom, 2015).
2.2.2 Jenis Penerimaan PAD
Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2004 mengenai perimbangan
fiansial Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
1. Pajak daerah
Pajak Daerah adalah salah satu pendapatan yang berkontribusi menuju Pen-
dapatan Lokal. Menurut Siahaan (2005) ”Pajak adalah penunaian wajib
yang tunduk pada hukum tidak bisa dielakkan oleh mereka yang berke-
wajiban dan oleh mereka yang tiada ingin melunasi pajak dapat dikenakan
sanksi. Sementara itu mengikuti falsafah ulama lainnya yaitu prihal pajak
daerah menurut Sunarto (2005) bahwa pajak daerah adalah pajak yang dik-
endalikan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten / kota
yang bermanfaat untuk dukungan pendapatan dari pendapatan asli daerah
dan hasil dari pendapatan tersebut termasuk dalam di APBD”. Didalam se-
gi wewenang pengambilan pajak atas sasaran di daerah, dibagi atas dua hal
yaitu:
(a) Pajak daerah yang diambil oleh provinsi
Pajak provinsi dalam wewenang pungutan ada di pemerintah wilayah
provinsi. Dalam pajak provinsi, jenis pajak ada sebagian jenis berlan-
daskan UU No. 34 tahun 2000, berkenaan Pajak daerah adalah (1)
pajak kendaran bermotor dan kendaran di atas air; (2) bea cukai atas
nama kendaran bermotor dan kendaran yang disebutkan di atas air;
(3) pajak bahan bakar kendaran bermotor; (4) pajak pemotongan dan
pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan.
(b) Pajak daerah yang diambil oleh kabupaten/kota
Pajak retribusi kabupaten / kota ada pada pemerintah wilayah kabupat-
en atau kota. Jenis pajak kabupaten atau kota berlandaskan UU No.
34 tahun 2004 tentang pajak daerah ada tujuh, yaitu (1) pajak pengi-
napan; (2) pajak tempat makan; (3) pajak pertunjukan; (4) pajak iklan;
(5) pajak pencahayaan jalan; (6) penagihan pajak untuk bakal kelas C;
(7) pajak parkir.
2. Retribusi daerah
Berlandaskan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang disebut sebagai retribusi da-
erah yakni retribusi daerah menjadi penunaian untuk layanan maupun pem-
berian restu terpilih yang secara istimewa diberikan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk hajat individu maupun entitas. Selain itu berpen-
dapat bahwa retribusi daerah adalah retribusi daerah sebagai pimbayaran un-
tuk penggunaan maupun sebab mendapatkan karier, layanan bisnis maupun
kepunyaan daerah baik secara spontan maupun tidak spontan (Siskawati,
2014).
Meneladani Undang-undang No. 18 Tahun 1997 menuturkan bahwa ret-
ribusi daerah yang berikutnya disebut retribusi adalah pengambilan daerah
sebagai pelunasan terhadap pelayanan atau pemberian izin kategoris yang
istimewa disediakan atau dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk ha-
jat perorangan atau badan pelayanan tertentu atau pelayanan khusus yang
digolongkan ke dalam empat elemen yakni:
(a) Retribusi layanan publik, yaitu retribusi untuk layanan yang dise-
diakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan hajat umum dan dapat
dinikmati oleh individu. Layanan publik, termasuk layanan kesehatan,
layanan kebersihan, biaya parkir untuk layanan tepi jalan umum, biaya
layanan pemakaman, penggantian biaya pencetakan KTP dan sertifikat
pencatatan sipil, yang tidak termasuk layanan publik, yaitu layanan
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publik pemerintah.
(b) Retribusi layanan bisnis, yaitu retribusi pada layanan yang diberikan o-
leh pemerintah daerah dengan mengadopsi prinsip-prinsip keuntungan
karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Layanan bisnis,
termasuk aset leasing yang dimiliki / diakui oleh pemerintah setem-
pat, menyediakan pondokan, bengkel kendaran, cuci mobil, pemasaran
benih, pekan agen retebusi, biaya pondokan.
(c) Retrebusi lisensi tertentu, yaitu retribusi pada aktivitas pemerintah
tertentu daerah dalam konteks pemberian restu kepada individu atau
badan yang ditujukan untuk melatih, mengatur, menggunakan sum-
ber daya alam, barang, infrastruktur, fasilitas atau akomodasi terten-
tu untuk menaungi hajat publik dan memelihara keasrian lingkung-
an Hidup. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk
melakukan panduan pengendalian, peradilan dan inspeksi, maka pada
akarnya pemberian lisensi oleh pemerintah daerah tidak perlu diam-
bil. Namun, untuk menjalankan tugas ini, pemerintah daerah mungkin
masih mengalami kekurangan dana yang tidak selalu dapat dipenuhi
dari sumber pendapatan daerah. Izin tertentu yang dapat dipungut
termasuk, mendirikan bangunan, izin penggunaan lahan, biaya izin
proyek, izin retribusi untuk pengedaran minuman keras.
(d) Retribusi lain-lain, sesuai dengan UU No.34 tahun 2000, biaya layanan
umum, layanan bisnis, dan biaya lisensi tertentu telah ditentukan. Se-
suai dengan undang-undang tersebut, daerah juga diberikan wewenang
untuk menentukan jenis retribusi daerah lain yang dianggap sesuai de-
ngan daerah, adakah potensi lain yang dianggap sesuai dengan daerah,
adakah potensi lain yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah se-
bagai pungutan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Penghasilan kekayaan daerah kecuali pajak dan retribusi ialah kekayaan da-
erah yang dipisahkan, dimana didalam hal ini yang termasuk di dalamnya
ialah laba BUMD dan hasil lerja sama pemerintah daerah dengan pihak keti-
ga.
4. Lain-lain PAD yang sah
Penerimaan pendapatan daerah yang terakhir ialah melalui pendapatan da-
erah yang sah, dimana pendapatan tersebut meliputi: (a) hasil perdagangan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) pelayanan giro; (c) penerimaan
bunga; (d) laba perbedaan harga ganti rupiah terhadap dolar asing; (e) bonus,
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potongan, ataupun formasi lain sebagai dampak dari pemasaran dan atau
pelayanan oleh daerah.
2.3 Data Mining
Data mining adalah proses yang menggunakan satu atau lebih teknik pembe-
lajaran komputer (Machine Learning) untuk menganalisa dan mengekstrak penge-
tahuan (knowledge) secara otomatis. Definisi lain termasuk belajar didasarkan pada
induksi (induction – based learning) adalah cara membentuk gambaran konsep u-
mum dibuat dengan mengamati contoh-contoh konsep khas yang harus dipelajari.
Knowledge Discovery in Database (KDD) adalah penggunaan metode ilmiah pada
data mining (Hermawanti, 2013).
Data mining ialah cara interatif dan interaktif untuk mendapatkan pola atau
model baru yang benar (sempurna), bermanfaat dan dapat dimengerti dalam suatu
database yang sangat besar (massive database) (Hermawanti, 2013).
1. Sahih: dapat disamaratakan untuk masa yang akan datang.
2. Baru: apa yang sedang tidak diketahui.
3. Bermanfaat: dapat digunakan untuk melakukan suatu tindakan.
4. Iterative: memerlukan sejumlah proses yang di ulang.
5. Interaktif: memerlukan interaksi manusia dalam prosesnya.
Kinerja data mining menurut karakternya dibedakan menjadi dua, yaitu
bersifat (1) prediksi (prediction driven) untuk menjawab pertanyaan apa dan sesuatu
yang bersifat samar atau terbuka. Kinerja prediksi digunakan untuk validasi hipote-
sis, querying dan pelaporan (missal: spreadsheet dan pivot tabel), analisis multidi-
mensi (dimensional summary); Online Analytic Processing (OLAP) serta analisis
statistic. (2) penemuan (Discovery Driven) bersifat terbuka dan untuk menjawab
pertanyaan “mengapa?”. Segmentasi database, analisis keterkaitan (link analysis)
dan deteksi deviasi (Hermawanti, 2013).
Tahapan proses dalam penggunaan data mining yang merupakan proses
Knowledge Discovery in Database (KDD) seperti pada gambar 2.1 dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Menguasai domain aplikasi untuk mengenal dan menambang keahlian awal
serta apa target pemakai.
2. Menyusun target data-set yang mencakup penentuan data dan focus pada
sub-set data.
3. Eliminasi dan modifikasi data meliputi eliminasi derau, outliers, missing
value serta penentuan fitur dan pengurangan dimensi.
4. Pemakaian algoritma data mining yang terdiri dari asosiasi, sekuensial, k-
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lasifikasi, klasterial, dll.
5. Interpretasi, evaluasi dan visualisasi pola untuk melihat apakah ada sesuatu
yang baru dan atraktif dan dilakukan perulangan jika diperlukan. Proses
KDD dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Proses KDD (Hermawanti, 2013)
2.4 Marcov Chains
Konsep dasar Model Markov Chains pertama kali diperkenalkan oleh An-
drei A. Markov seorang matematisi Rusia pada tahun 1907, model ini berkaitan
dengan rantetan proses dimana keaadaan dalam satu proses percobaab hanya ter-
gantung pada serangkaian keadaan sebelum-sebelumnya yang lain (Mustakim dan
Saputra, 2014). Metode Marcov ini dapat diterapkan untuk sistem diskrit (discrete
system) ataupun sistem kontinyu (continuous system), sistem diskrit adalah sistem
yang peralihan situasi (state) dapat diamati/terjadi secara diskrit, sedangkan sis-
tem kontinyu adalah sistem yang peralihan situasi dan perilaku sistem terjadi secara
kontinyu (Mustakim dan Syaifullah, 2015).
Proses Markov adalah proses stokastok masa lalu tidak mempunyai dampak
pada masa yang akan dating bila masa sekarang diketahui (Mustakim dan Syai-
fullah, 2015). Ada beberapa syarat agar metode Markov dapat diterapkan dalam
evaluasi keandalan system. Syarat-syarat tersebut adalah (Nawangsari dkk., 2008)
1. Sistem harus stationery atau homogen, artinya perilaku system selalu
sama disep-anjang waktu atau peluang transisi sistem dari satu keadaan ke
keadaan lainnya akan selalu sama disepanjang waktu. Dengan demikian
maka pendekatan Markov hanya dapat diterapkan untuk sistem dengan laju
kegagalan yang konstan.
2. State is identifiable. Kondisi yang dimungkinkan terjadi pada system harus
dapat digambarkan dengan jelas. Apakah sistem mempunyai dua situasi
(state) yakni situasi berfungsi dan situasi gagal, ataukah sistem memiliki 3
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situasi, yakni 100 persen berhasil, 50 persen berhasil dan 100 persen gagal.
Untuk setiap waktu t, ketika kejadian adalah Kt dan seluruh kejadian se-
belumnya adalah Kt(j), . . . , Kt(j-n) yang terjadi dari proses yang diketahui, probal-
itas seluruh kejadian ysng dating Kt(j) hanya berjantung pada kejadian Kt(j-3),. . . .,
(Syafruddin, Irma, dan Sukarna, 2014).
Pada Marcov Chains diperlukan matriks prubability transisi pindah dari satu
situasi ke situasi yang berikutnya. Probabilitas transisi N-step, pij (n), adalah prob-
abilitas bersyarat bahwa sistem akan berada dalam keadaan j setelah melewati n
langkah (satuan waktu), dimulai dari kondisi I sepanjang waktu t (Rosyidi, Aisyati,
dan Ramadhani, 2012).
2.4.1 Konsep Pemodelan
Sistem diwakili oleh dua situasi (state) yang teridentufikasi, dan diberi na-
ma situasi 1 dan situasi 2, yaitu kemungkinan peralihan dari satu situasi ke situasi
lainnya ataupun kemungkinan tetap berada pada situasi semula. Kemungkinan per-
alihan ini akan sama disepanjang waktu atau setara (steady state) (Mustakim dan
Saputra, 2014).
kemungkinan pada situasi ekuivalen (steady state) tidak akan beralih pa-
da transisi waktu yang terjadi, kaidah ini bermanfaat bagi industri tertentu un-
tuk mengerti keuntungan, lamanya proses, anggaran dari upaya yang dilakukan
(Syafruddin dkk., 2014).
2.4.2 Time Dependent State Probabilities
Time dependent state probabilities dapat ditemukan dengan mengalikan ma-
trik P dengan matrik P itu sendiri sejumlah interval yang digunakin (Pn, dimana n
adalah jumlah interval waktu).
Secara sederhana perhitungan menggunakan Marcov Chain sebagai berikut:
1. buat matriks awal keadaan
2. tambahkan setiap matriks keadaan
3. Perbandingan jumlah matriks dengan total peristiwa
4. dapatkan matriks keadaan
5. lipat gandakan status peristiwa dengan matriks keadaan, dan
6. Persentase keadaan prioritas.
2.5 Profil Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di bentuk berdasarkan kaidah Da-
erah Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
Provinsi Riau, sedangkan tentang kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi,
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serta tata kerja badan pendapatan daerah Provinsi Riau,diatur dalam kaidah Guber-
nur Riau Nomor: 93 Tahun 2016, adapun tugas pokok Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Riau adalah tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang u-
rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang pendapatan da-
erah, dan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis,
pegamatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan
teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dan pelak-
sanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi
pada Badan Pendapatan Daerah (RENSTRA tahun 2014-2018).
2.5.1 Sejarah BAPENDA
Dinas Pendapatan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan surat gubernur Ri-
au Nomor: KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Di-
nas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkemban-
gan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan kutipan daerah serta dalam
rangka aktualisasi pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang
pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka di tetapkan pembentukan susunan or-
ganisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
Dengan adanya kaidah daerah Nomor 5 tahun 1979 yang di sahkan oleh
mentri dalam negri dengan surat keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 tang-
gal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada surat keputusan Mentri dalam
Negri Nomor: KUPD 7/7/39-29 tanggal 31 Maret 1978 tentang pembentukan
susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Provinsi tingkat I Riau dan surat
edaran Mentri dalam Negri Nomor: KUPD 7/7/34-26 tanggal 31 Maret 1978 dan
pelaksanaan diatur dalam surat keputusan Gubernur tingkat I Riau Nomor: KPT-
S.286/XI/1980 tanggal 27 November 1980.
Dinas pendapatan Propinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelak-
sanaan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 49 ayat
(1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah.
2.5.2 Visi dan Misi BAPENDA
Visi: “ Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera Dan
Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersediannya Lapangan Kerja
Serta Pemantapan Aparatur”
Misi: Dalam Rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan mem-
perhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan, kedepan, serta memper-
hitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 10 (Sepuluh) misi Pembangunan
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jangka menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2018, sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
4. Menurunkan Kemiskinan
5. Mewujudkan Pemerintah yang terpercaya (Handal)
6. Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya, Beriman dan Bertaqwa Serta
Pemantapan Stabilitas Politik
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pari-
wisata
9. Meningkatkan Penyediaan Listrik dan Air Bersih
10. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan
2.5.3 Struktur Organisasi BAPENDA
Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah tugas mem-
bantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang men-
jadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah, dan fungsi penyusunan
kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan
fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan
Daerah. Untuk itu perlu struktur organisasi agar setiap pegawai memahami tu-
gas dan tanggung jawabnya masing-masing dan agar semua pekerjaannya lebih ter-
struktur. Struktur organisasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada
Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.
Gambar 2.2. Struktur organisasi pengolahan data dan pengembangan pendapatan
(BAPENDA 2014-2018)
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Gambar 2.3. Struktur organisasi pajak daerah (BAPENDA 2014-2018)
2.6 Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang Prediksi Pendapatan Asli Daerah pernah dilakukan oleh:
1. Adinugraha (2016) dengan judul Prediksi Jumlah Pendapatan Asli Dae-
rah Kabupaten Boyolali dengan Metode Jaringan Syaraf Tiruan Backprop-
agation. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana merancang dan
membuat perangkat lunak menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpop-
agation serta bagaimana mengetahui tingkat keakurasian berdasarkan hasil
yang didapat dari perhitungan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation ter-
hadap hasil sebenarnya, dalam memprediksi nilai Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Boyolali.
2. Midyanti (2016) dengan judul Prediksi Pendapatan Asli Daerah Kalimantan
Barat Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation. Penelitian
tersebut membahas tentang bagaimana tingkat akurasi JST Backpropagation
untuk meramalkan PDA Kalimantan Barat.
3. Handini, Suharsono, dan Suhartono (2016) dengan judul Peramalan Peneri-
maan Pajak Kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
Penelitian tersebut membahas tentang peramalan jumlah penerimaan PKB
di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2016, dengan
menggunakan variable yang diduga berpengaruh, yaitu jumlah kendaraan
bermotor. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pemodel-
an regresi nonlinier pada masing-masing UPTD dibawah Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur.
4. Ilmi (2016) dengan judul Peramalan (FORECASTING) Potensi Pendapatan
Asli Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Berbasis
Android. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana membangun a-
plikasi mobile smartphone berbasis android untuk meramalkan potensi Pen-
dapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.
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5. Mustakim dan Saputra (2014) dengan judul Aplikasi Prediksi Hasil Tana-
man Palawija Di Kabupaten Indragiri Hilir Menggunakan Metode Marcov
Chains. Penelitian tersebut membahas tentang pemanfaatan data yang telah
ada untuk dijadikan sebagai prediksi beberapa tahun kedepan bagaimana
dengan hasil tanaman palawija yang dikembangkan masyarakat kabupaten
Indragiri Hilir
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BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaan-
nya, sehingga di dalam pelaksanaannya tersusun secara sistematis dan dapat menca-
pai tujuan yang diharapkan. Tahapan-tahapan metodologi dalam penelitian ini akan
di uraikan sebagai berikut:
3.1 Perumusan Masalah
Tahapan awal dari metodologi penelitian ini adalah dengan merumuskan
masalah tentang topik yang yang akan diteliti. Dalam penelitian ini telah diru-
muskan masalahnya yaitu bagaimana mengetahui tingkat keakurasian berdasarkan
hasil yang didapat dari perhitungan menggunakan metode Marcov Chains terhadap
hasil yang sebenarnya, dalam memprediksi nilai Pendapatan Asli Daerah Provinsi
Riau.
3.2 Studi Pustaka
Tahapan ini merupakan tahapan dimana dilakukan pencarian informasi un-
tuk lebih mengetahui tentang masalah dan teori-teori yang mendukung mengenai
teori yang digunakan dalam penelitian ini. Studi pustaka dilakukan dengan cara
membaca buku-buku referensi, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berhubun-
gan dengan Prediksi Pedapatan Asli Daerah dan metode Marcov Chains.
3.3 Pengumpulan Data
Akumulasi data didapatkan dengan mewawancarai tiga ketegori responden
yaitu, bagian pengolahan data dan bagian perpajakan untuk menggali informasi ten-
tang pendapatan daerah yang ada di BAPENDA. Data yang dikumpulkan adalah
data sekunder. Data yang dikumpulkan adalah penerimaan pendapatan lima tahun
terakhir pada setiap bulannya. Data berasal dari penerimaan pendapatan di Provinsi
Riau lima tahun terahir dari berbagai sumber yaitu, pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah. Data dapat dilihat pada (Lampiran B).
3.4 Penerapan Algoritma Marcov Chains
Adapun penerapan metode Marcov Chains ada beberapa langkah, yaitu:
1. buat matriks awal keadaan
2. tambahkan setiap matriks keadaan
3. Perbandingan jumlah matriks dengan total peristiwa
4. dapatkan matriks keadaan
5. lipat gandakan status peristiwa dengan matriks keadaan, dan
6. Persentase keadaan prioritas.
3.5 Hasil Prediksi
Hasil dari data pendapatan daerah yang telah diolah menggunakan metode
Marcov Chains untuk prediksi pendapatan daerah akan ditampilakn berbentuk tabel
dan diagram batang.
3.6 Kesimpulan dan Saran
Tahapan kesimpulan dan saran merupakan akhir dari penelitian tugas akhir.
Tahapan ini berisi tentang kesimpulan hasil yang didapatkan menggunakan metode
Marcov Chains dalam melakukan prediksi Pendapatan Asli Daerah, serta berisikan
hal yang disarankan penulis bagi pembaca agar dapat melakukan pengembangan
terhadap penelitian ini kedepannya.
3.7 Dokumentasi
Tahap dokumentasi dilakukan pada semua kegiatan membuat tugas Akhir
ini, yang dimulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data. Hasil
akhir dari fase dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir disajikan.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini telah dilakukan perhitungan, pengujian metode dan
analisis maka didapatkan hasil prediksi untuk pendapatan asli daerah.
1. Pada atribut Pajak Daerah 77,86% pada tahun 2019, 77,38% pada tahun
2020, 95,93% pada tahun 2021 dan 99,29% pada tahun 2022 yang artinya
dari hasil prediksi tersebut dapat dilihat bahwa prediksi untuk pajak daerah
mengalami kenaikan.
2. atribut Retrebusi Daerah 0,53% pada tahun 2019, 0,56% pada tahun 2020,
prediksi pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan yang sangat drastis
hingga mencapai 0,004% untuk hasil prediksi retribusi daerah pada priode
1 dan 2 mengalami kenaikan dan pada priode 3, 4 mengalami penurunan.
3. atribut hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan 4,36% pada
tahun 2019, 4,84% pada tahun 2020, 0,29% pada tahun 2021 dan 0,01%
pada tahun 2022 untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
pada priode 1 dan 2 mengalami kenaikan dan pada priode 3, 4 mengalami
penurunan.
4. dan atribut pendapatan daerah lainnya yang sah 17,24% pada tahun 2019,
17,22% pada tahun 2020, 3,79% pada tahun 2021 dan 0,70% pada tahun
2022 yang artinya dari hasil prediksi tersebut dapat dilihat bahwa prediksi
untuk pendapatan daerah lainnya yang sah mengalami penurunan.
Dapat disimpulkan bahwa hasil prediksi pendapatan asli daerah untuk 4
tahun kedepan berdasarkan atributnya terlihat sangat tidak stabil (fluktuatif), ter-
lihat dari grafik rekapitulasi kemungkinan PAD.
5.2 Saran
Hasil prediksi ini tidak menjadi keputusan mutlak tetapi hanya sebagai in-
formasi. Untuk menyempurnakan hasil riset terkait prediksi pendapatan asli daerah
selanjutnya bisa menggunakan PAD perbulan dengan hasil PAD perbulan, agar in-
formasi tentang naik dan turunnya pendapatan daerah dapat diperolah dengan cepat
sehingga dapat menjadikan antisipasi agar terhindar dari penurunan pendapatan asli
daerah di setiap bulannya.
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LAMPIRAN A
HASIL WAWANCARA
Tabel A.1. Hasil wawancara
No Pertanyaan Jawaban
1 Apa gunanya di setiap tahun
dibuat target?
Sebagai indikator kinerja terhadap pendapatan daerah,
bapenda ditugaskan sebagai institusi perangkat daerah
yang mengelola pemungutan daerah. Indikator kiner-
janya di tentukan dengan target, supaya setiap tahunnya
mempunyai target untuk dicapai.
2 Siapa yang menentukan tar-
get?
Target itu dibuat oleh bapenda, dari bapenda men-
gusulkan target kemudian ditetapkan bersama anggota
dewan. Kita akan merumuskan target yang disampaikan
pemerintah provinsi bapeda (badan perancanaan dae-
rah), kemudian oleh pemerintah provinsi secara insti-
tusi yang lebih besar akan menetapkan anggaran belan-
ja dan anggaran pendapatan daerah. Target itu masuk
kedalam APBD yang APBD itu dirumuskan bersama-
sama anggota dewan.
3 Jadi setelah dirumuskan ma-
ka sudah pasti ini target yang
ditetapkan?
Iya, itukan nanti ada argumentasinya, ada jastifikasinya.
Ini kami prediksi sekian dari tahun kemarin atau dari
data-datanya di kombilasi inilah target kita sekian. Mis-
alnya nanti anggota yang lain nggak bias ditargetkan i-
tu sekian-sekian, itu akan berargumentasi dan nanti akan
mencapai kesepakatan berapa yang mesti harus dicapai.
Jadi target itu tidak hanya ditetapkan oleh bapenda, tapi
dirumuskan bersama-sama pemerintah provinsi dengan
DPRD provinsi.
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Tabel A.1. Hasil wawancara (Tabel lanjutan...)
No Pertanyaan Jawaban
4 Siapa yang menjalankan da-
ri target pendapatan terse-
but?
Yang menjalankannya bapenda itu sendiri, target bapen-
da itukan penerimaan daerah. Pendapatan daerah yang
dikelola oleh bapenda itu ada 5 macam pajak, yang per-
tama pajak kendaraan bermotor itu berdasarkan uu No.
28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi dae-
rah, dalam uu tersebut ada 5 pajak, yaitu pajak kenda-
raan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermo-
tor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan
bermotor, dan pajak rokok. Yang di samsat itu ada du-
a, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kenda-
raan bermotor. Kita juga memungut yang namanya pa-
jak anongkantri kalau yang pajak rokok ini yang memu-
ngut adalah bea cukai. Kalau pajak bahan bakar kenda-
raan bermotor itu waktunya ada, waktunya itu bukan ki-
ta waktu itu wajib pungut. Institusi yang memungut itu
ditetapkan oleh bapenda tapi oleh bidang pajak. Selain
pajak itu ada retribusi, nah kita itu ada beberapa retribu-
si yang dipungut atau yang dikoordinir oleh bapenda itu
ada tiga macam. Retribusi jasa usaha, retribusi jasa u-
mum, dan retribusi perizinan tertentu, ini tersebar pada
beberapa perangkat daerah atau bapenda. Jadi kalau kita
retribusinya mungkin salah satu yang kita pungut adalah
retribusi pemanfaatan kekayaan daerah.
5 Pada tahun 2014 dan 2015
ada pajak kendaraan di atas
air, kenapa pada tahun 2016
dan seterusnya sudah tidak
ada?
Pajak kendaraan diatas air itu sebenarnya masuk kedalam
pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor. Karena kendaraan diatas air juga merupakan
kendaraan bermotor, jadi pada UUD 28 tidak mengatur
adanya uraian itu. Karena dia masuk kedalam pajak ken-
daraan bermotor, misalnya kita membeli kendaraan diatas
air itu ada bea balik nama dan juga ada pajak kendaraan
bermotor, itu sebabnya tidak ada lagi pada tahun setelah
tahun 2015.
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Tabel A.1. Hasil wawancara (Tabel lanjutan...)
No Pertanyaan Jawaban
6 Apa faktor yang mempen-
garuhi PAD meningkat atau
menurun?
Ada banyak factor yang mempengaruhi naik dan turun-
nya pendapatan daerah, pada setiap pendapatan itu memi-
liki indicator penyebabnya masing-masing. Secara ke-
seluruhan salah satunya yaitu menurunnya pendapatan
dari masyarakat itu sendiri. Masing-masing penerimaan
pendapatan memiliki faktornya tersendiri yaitu: Pajak
Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mmem-
pengaruhi adalah pemungutannya berdasarkan mesin
kendaraan. Pajak Kendaraan diatas Air (PA 3) tidak la-
gi di bedakan dengan pajak kendaraan bermotor kare-
na PA 3 juga merupakan kendaraan bermotor. Bea Ba-
lik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang mem-
pengaruhi adalah BBN KB (Bea Balik Nama Kendara-
an Bermotor), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), dan
SWDKLJJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-
Lintas Jalan). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermo-
tor (PBB-KB) yang mempengaruhi adalah harga minyak
dunia, tarif pajak minyak kendaraan bermotor. Pajak
Air Permukaan (AP)/PABT yang mempengaruhi adalah
perubahan NPA (Nilai Perolehan Air). PAjak Rokok
yang mempengaruhi adalah bea cukai. Retrebusi Dae-
rah yang mempengaruhi adalah pemanfaatan kekayaan
daerah seperti gedung, kantin, jasa usaha dan lain-lain.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
yang mempengaruhi adalah hasil perusahaan milik da-
erah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dari daerah itu sendiri. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah yaitu seluruh pendapatan daerah selain penda-
patan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi
hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai de-
ngan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah).
7 Apa dampak yang ditimbu-
lakn dari turunnya pendap-
atan daerah?
Dampaknya itu ya pada anggaran belanja daerah, karna
selain kita menetapkan target pendapatan kita juga perlu
menetapkan target belanja daerah. Nah kalau penerimaan
pendapatan daerah itu menurun dampaknya itu ya pada
saat kita membangun infrastruktur umum, karena itukan
dananya sumbernya dari pendapatan daerah.
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No Pertanyaan Jawaban
8 Apa upaya yang di-
lakukan pemerintah untuk
menaikkan pendapatan
daerah?
untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu adanya k-
erjasama antara pemerintah dengan masyarakat, karena
tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat maka tidak
akan bisa memajukan pendapatan, karna sebagian be-
sar pendapatan daerah itu bergantung kepada masyarakat.
Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah
pada pajak daerah yaitu adanya samsat keliling, tujuan-
nya agar banyak masyarakat yang akan membayar pajak
karena tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor samsat. Se-
lain itu juga diadakan pemutihan dana pajak yang bertu-
juan untuk membuat masyarakat lebih giat membayar pa-
jak karena penghapusan denda pajak sehingga mereka
tidak perlu membayar denda.
A - 5
LAMPIRAN B
HASIL OBSERVASI
B - 2
B - 3
B - 4
B - 5
B - 6
B - 7
B - 8
B - 9
B - 10
B - 11
B - 12
B - 13
B - 14
B - 15
B - 16
B - 17
B - 18
B - 19
B - 20
B - 21
B - 22
B - 23
B - 24
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Yulia Fitriani lahir di Sialang Rindang, 29 Juni 2019 sebagai
anak pertama dari bapak Muhammad Toha Maksum dan ibu
Rumini. Pengalaman pendidikan yang pernah dilalui dimu-
lai pada pendidikan taman kanak-kanak Pertiwi Tambusai, ke-
mudian melanjutkan sekolah dasar di SD 015 Tambusai tahun
2002-2009 dan dilanjutkan di SMPN 01 Tuntang di Semarang
tahun 2009-2010 yang kemudian pindah ke SMPN 03 Rambah
Hilir tahun 2010-2012, setelah tamat dari SMP melanjukan di
Pondok Pesantren Salafiyah Babussalam dan sekolah di SMAS
Salafiyah Babbussalam tahun 2012-2015. Kemudian melanjutkan perguruan tinggi
strata satu di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN
Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015.
Selama kuliah penulis pernah mengikuti 2 organisasi yaitu pengurus him-
punan jurusan Sistem Informasi sebagai anggota Sosial Politik dan organisasi Puz-
zle Research Data Technology (PERDATECH). Selama megikuti kedua organisasi
tersebut penulis banyak mendapat pengalaman bagaimana berkomunikasi dengan
sesama anggota, bagaimana berkomunikasi dengan mitra organisasi dengan baik,
bekerjasama dengan tim dan seperti memiliki keluarga walau jauh dari keluarga.
Untuk menjalin komunikasi dengan penulis, pembaca dapat
menghubungi penulis via telpon atau e-mail: hp/wa 0822-8528-9426 email
yuliafitriani@students.uin-suska.ac.id.
